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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINASPENDIDIKANDANKEBUDAYAAN
Atamat: Jln. Maiapahit Komplek Perkantoran cangakan Telepon (0271) 49504.1I3t3f?,

w$H}'j[[i1d#i[i",ffiHffi g;.u *rt oriitinrd@fiaransinvat€u.go-id Kode Pos 57''

IiEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KA,BUFATEN. KARAN GAI'TYAR

NOMOR : 43 /. ry e 33 TAHUN 2018

Membaca

Menimbang

Mengingat

TENTANG

PENETAPAT{ PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL KURSUS TEKNISI KOMPUTER

LEMBAGAKURSUSDANPELATIHANANALTAJAYA

KEPAI,ADII.IASPENDIDIKANDANKEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGAMAR'

: 1. Surat dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Analta Jaya,

Nomo. e.'nr,:rci ofizotl tanggal 12 Januari zafi perihal

Permohonan Izin Oerasional;
2.RekomendasidariUFrfPUD,NFIdanSDKecamatan

Karanganyar Nr:mor : aZQlOSLlltl2oLT bulan Februari 2oL7

perihal Permohonan Izin Operasional;
3. Berita Acara Tim Visitasi binas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten I(aranganyar Nomor : a2o/oaollYl2al? P"sgd
O9 Mei 2018 tenlang Permohonan Izin Operasional Kursus

Teknisi Komputer l,eribaga Kursus dan Pelatihan Analta Jaya;

: a. bahqra untuk'keterliiban Penyelenggaraan Kursus maka, perltl

diberikan perpanjaugan izin operasional;
b. bahwa birdasarkai pertimbangan sebagaimana tersebut

dalam huruf a, maka perlu rnenetapkan Kepuhrsan Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar
tentang Penetapan Pendirian dan Izin Operasionral- Krrrsus
Teknisi Komputbr l,embaga Kursus dan Pelatihan Analta Jaya;

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tatrun 1950 tentang Penrbentukan
Daerah-daerah 

-Kabupaten daLam Lingkungan Frovinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-undang Nomor 2A Tahun 2oo3 tentanrg sistem
PendiAikan Nalional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lemberan Negara Nomor
a301);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun zoLL tentang Fembentukan
perrrndang:undlngan. (6mba1an Negara Republik Indonesia
Tahun ZOi t l{omJr AZ, tambahan lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 523a);

4. ij'd;glu"auog Nomor 23 Tahun 2OL4 tenta*g Pemelltah
Daerali (Lemb#an Negara Republik Indonesia_ 14"t 2OL4

Nomor 244, TasrUatran l,emharan Negara Republi-k Indonesia

Nomor 55Sn sebagaimana telah dirrbah beberapa kali terakhir
denganUndang.Undarrg}{onrorgTahun20lStentang
pern:bahan Kedla Atas- Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2CI14 t""tans Pemerintah Daerah (Lembaran Negarl Republik
Indorresia i"frr.,r 2015 Nomor 58, famUtral pmbaran



5.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar sekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'Iahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3a61);
Perahran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standart Nasional Pendidikan firmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44961, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan kmerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahas Kedua atas
Peratgran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OOS tentang
Standart Nasional Pendidikan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
Perahrran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AAT bntang
Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerinteh Daerah Fropinoi dan Pemerirrtatr Daeratr

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7371;
Peratrrran Pemerintah Nomor 17 ?ahun 2O1O tentang
Pengelolaan Penyelenggaraan PendiCikan (Lembaran Negara
RepuUtlt Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5105),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Perahrran
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeloiaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan. (ftmbaran Negara Republik
Indonesia Tatlrn 2O1O Norrror l|z, Tambalran lrmbaran
Negara Republik Indonesia i\omor 5157);
Perlturan Menteri Pendidikan dan Kebr.rdayaan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2OL3 tentang Pendiriatr Satuan
Pendidikan Nonformal {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 877);

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
OlSOalU/ 1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan
Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan
masyarakat.
Kepuhrsan Direkhrr Jenderal Pendidikan Lua-r Sekolah
Pemuda dan Olahraga Nornor : I(EP/ 1O5/E/L lt99O tanggal
13 Oktober 1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan
Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang
dis elengarakan Masyarakat.
Petatrran Daerah l(abupaten l(aranganyar Nomor 18 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (kmbarart
Daerah Kabupaterr .Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18,

Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2ol7
tentang peru6ahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karasfarrya' Nomor 18 Tahun 2013 tentang
penyeilnggar.*a1 Pendidikan (6mbaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2OL7 Nomor 2, Tambahan Lembara.n

Daerah Kabupaten Karanganl'ar l{omor 7O};

7.

8.

11.

12.

9.



Menetapkan

KESATU Memberikan Izin
Nama l,embaga
Jenis Kursus
Tlpe
Pimpinan
Alamat

KEDT.IA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

1 ..Bupati Karanganyar;
2. Camat Tasikmadu;
r. Kepala UPT PUD, NFI dan SD

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nouror 65 Tahun 2OO9

tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, pengabungan,
Penghapusan/Penuhrpan dan Pembahan Status Satr-ran
Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Pendirian dan Operasional Kursus kepada :

Kecamatan Tasikmadu Kab. Kar:anganyar'
Izin penlrclenggaraan sebagaimana dimaksud Dikttim KESATU
feputrrean iniberlalnr mulai dari O9 Mei 2O18 sampai dengan O9

Mei 2019.
Dalam kegiatannya kmbaga Kursus dan.Pelatihan Analta Jaya
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini harrs
meiaksanakan ketentuan sebagai berikut;
a. wqiib menyelenggarakan Kursus Teknisi Komputer yang

diselengggrakan masyarakat tersebut sedemikian rupa
sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

b. wajib mentaati peratgran penrndang undangan yarlg berlaku
atau yang akan ditentukan kemudian;

c. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut
model yang ditentukan;

d. wqiib mengajukan permohonan perPanjangan izin selambat
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berraku izin
berakhir.

Apabile lembagg kursus melanggar atau menyalahgunakan idn
lmrsus maka Dinas Pendidilcan dan Kebudayaan Kabupaten
Karanganyar memberikan sanksi:
a. Teguran lisan.
b. Teguran tertulis.
c. Pencabutan izin sementara.
d. Pencabutan izin penyelenggarakan lmrsus secara perrnanen.
Keputrrsan ini berlalnr sejak.tanggal ditetapkari.

di Karanganyar
al // rtcU Pa d

GA[{YAR
PENDIDIKAN

NIP. 19620511 198405

Lembaga Kursus dan Pelatihan Analta Jaya.
Tetrrisi Komputer.
C.
Shinta Candra Salmra, S. Kom," M. Pd.
Jl. Lawu Barat No. 1, Desa PaPahan
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Kec. Tasikmadu;
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